PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 900. 248 -2018

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

a,

KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SOLOK SELATAN,

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf ¢ dan ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala
Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaanya kepada
kepala Perangkat Daerah selakuy Pejabat Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala

Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala
Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada

Perangkat Daerah;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud hurufa dan hury f
b perlu menetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara

Pengeluaran Perangkat Daerah dj lingkungan Pemerintah



Mengingat
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Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 201¢

keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonﬁor 3881}

Undang—Undané Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten
Pasaman Barat dj Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antarg Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 201] tentang Pembentukan
Peraturan Perur lang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
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3.

Nomor 201) sebagaimana telah
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan At
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang D
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pe 2
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negars

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kec
Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman | Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor ... .. Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun

Anggaran 2019;

. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor . Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupz

Solok Selatan Tahun A

O
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN -

Menetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok
Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikuy -
a. Pengguna Anggaran:

1. Menyusun RKA- Perangkat Daerah:

Menyusun DPA- Perangkat Daerah:
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran ar
beban  anggaran belanja;

4. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

S. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

Melaksanakan peémungutan penerimaan bukan pajak;

7. Mengadakan ikatan/ melaksanakan pemungulan
penerimaan bukan pajak;

8. Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan:
Menandatangani SPM;

10. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung Jawab
Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

11. Mengelola barang milik daerah / kekayaan dacrah yang
menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinva;

12, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat
Daerah yang dipimpinnya;

13. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah vang
dipimpinnya;

14. Melaksanakan tugas-tugas pengguna aj

o
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barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahl

Kepala Daerah:



KETIGA

KEEMPAT

16.

17,

18.

19,

20.

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kep
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Memberikan persetujuan terhadap seluruh kegiatan yang
akan dilaksanakan;

Meneliti dan menelaah Rencana Operasional serts
memberikan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan:
Membina, mengendalikan, mengawasi dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dacrah
yang dipimpinnya;

Menyetujui dan menandatangani BKU belanja tidak
langsung; dan

Mengusulkan calon KPA, Bendahara pengeluaran, dan

\\\\\\

Bendahara Penerimaan kepada Bupati.

b. Bendahara Pengeluaran :

1.

Memproses pencairan dana untuk kegiatan yang telah
disetujui Kepala unit kerja;

Mengendalikan  dan mengawasi  tugas  Bendahara
Pengeluaran Pembantu;

Menerima, menyimpan, membayar, membukukan dan
meémpertanggungjawabkan uang;

Menandatangani tanda bukti pembayaran (lunas bayar pada
kwitansi);

Membuat dan menyampaikan SPJ/ laporan Keuangan;
Menyampaikan laporan  realisasi anggaran , Keuangan
kepada Kasubag perencanaan dan Keuangan pada unit kerja
PPK- Perangkat Daerah; dan

Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan

Negara / daerah yang berada dalam pengurusannya.

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum

KEDUA, Pengguha Anggaran dan Bendahara Pengeluaran
bertanggungjawab penuh kepada Bupati.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

aCiall

Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 20109,



KEENAM

Tembusan disampaikan kepada¥Yth :

© Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam

Penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan

i/\.n

sebagaimana mestinya.

Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2019,

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,

i
&y o

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang
Kepaia Badan Pengawas Keuangan Provinsi Sumatera Barat di Padang

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran di Padang

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang

1

2

2

5. Kepala Cabang Bank Nagari (BPD) di . ubuk Gadang
6. Yang bersangkutan
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